
 

 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR   971.1/742      TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN  

TAHUN 2022 

 

 

WALI KOTA SEMARANG, 

 
Menimbang  

 
: 

  
a. 

 
 

 
 
 

 
bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia ke-78 dan untuk meningkatkan 
akuntabilitas dalam piutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan demi mewujudkan pengelolaan keuangan Kota 
Semarang yang akuntabel serta memberikan kepastian 
hukum bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

membayar utang Pajak Daerah, maka Pemerintah Kota 
Semarang bermaksud memberikan Pengurangan 

Ketetapan Piutang atas tunggakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan tahun 2018 sampai dengan tahun 

2022; 
  b. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 c. 
 

 
 

 
 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan 
Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 

Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Semarang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 
tentang  Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan 

Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, 

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/ Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu 

ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang 
Pemberian Pengurangan Ketetapan Piutang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkotaan Tahun 2018 sampai dengan 
Tahun 2022; 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahaan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
  4. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

5. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
6. 

 
 
 

 
7. 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6757); 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 



 

8. 
 

 
 

 
 

 
 
 

9. 
 

 
 

10. 
 
 

 
 

11. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
12. 

 
 

 
13. 

 
 
 

 
 

 
 

14. 
 
 

 
15. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan 

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 3097); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140); 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2023 Nomor 7); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan 
Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 

Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 
tentang  Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan 

Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita 

Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 27); 
 



16. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali 

Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kelima Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2023 Nomor 46); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  
 

KESATU : Memberikan Pengurangan Ketetapan Piutang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perkotaan Tahun 2018 sampai dengan 

Tahun 2022. 
 

KEDUA : Pengurangan Ketetapan Piutang sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KESATU diberikan sebesar 20% (dua puluh 
persen) apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 28 

Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023. 
 

KETIGA 
 

 
 
KEEMPAT 

 

: 
 

 
 
 : 

Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
dilakukan tanpa melalui pengajuan/ berlaku secara 

otomatis. 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

   

  Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  25 Agustus 2023 

 

                                  WALI KOTA SEMARANG, 

 
 

                                                                ttd 
 

                            HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU  
 
SALINAN disampaikan kepada Yth.: 

1. Ketua DPRD Kota Semarang; 
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 
4. Inspektur Kota Semarang; 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang; 
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; 
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang. 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 
 

 
 
 

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. 196710231994012001 


